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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR :06 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
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WALIKOTA METRO,

bahwa dengan telah dibentuknya Kot Metro sebagai Daerah Owonom, dalam
penyelengaraan Otonomi Dacrah pertu mengatur punputan Daerah sebapar sumber
Pendapatan Asl Draerah vang salah satu penunjang dalam pembangunan Dacrah;

bahwa Tlsaka [ndustsi membenkan pengaruh terhadap ingkungan, masyarakat dan
perekonomian Daerah oleh karena itw perlu adanya pembinaan, peneriban dan
pengendalian;

bahwa berdasarkan perimbangan schagaimana dimaksud huruf a dan b scria
sesual dengan Pasal 82 aved (2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang
perlu dibenmk Peraturan Daerah tentang Retribesi Eon Usaha Tndustri,

. Undang-undang MNomor 8 Tahun 1981 rentang Hukum Acera Pidana {Lembaran

Mepara Tahon 19381 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Momor 3200);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupsten Dan 11
Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Koetamadya Dat 1T Metro;
{Lembaran Megara ‘T'ahun 1999 Nomor 46, Tambahan [.embaran Negara Nomor
AR5y

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan Dacrah {Lembaran
MNepara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Momor 3839,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 entang Periimbangan Kevangan antara
Pemenintah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
T2, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3848);

Undang-undang Nomar 33 Tahun 2000 temtang Porubahan atas Undang-undang
MNomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4066,

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 1983 tentang Petaksanaan Undang-undang
MNotnor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Tahun
1983 MNomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 39527,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahon V986 temang Kewenanegan Pengaturan
Pembinaan dan Pengembangan Industr ( {Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor
23 Tambahan Lembaran Megara Momor 33300

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tensang lzin Usaha  Industn
(lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lambaran Negars Nomor
3550);

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 rentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propns sebagai Duerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Momor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30525,

|, Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran

Megara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4139
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Ecputusan I’restden Hepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Jo Nomor 98
Tahun 1993 tentang Kawasan Indusiri:

Keputusan Presiden Republik  Indonesia Nomor 44 lahun 1999 tentang
penvusunan Peraturan Perundang-undanpan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rancangan Kepulusan Presiden;

- Peraturan Daerah Kot Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan

Orpamsas: den Tals Kena Perangkal Daersh (Lembaran Daerah Tahun 2001
Mormor 017,

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1997 wentang Penyvidik Pegawai
Megen Sipil di ingkungan Pemenntah Daerah;

Keputusan Menteni Kehakiman Nomeor MM PWO7.03 Tahun 1984 tentang
Wewenagz Penyidik Pepawai Negen Sipil;

Keputsan Menter Perindustrian dan Perdagangan Nomor 390MPP Kep 107 1900
tentang Keterman Tata Cara Pemberian lzin 1saha Induste, Lan Perluasan dan
Tanda Daftar Industri;

Keputusan Menten Dalam Megen Momor 119 Tahun 1993 tentang Ruang Lingkup
dan Jemis Retmbusi Dacrah;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Momor 389 MMPPEKepd 1071995
tentang Penetapan Jems-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direkiur
Jenderal dan Kewenangan Pembenan lzin Terhadap Industn dan Perdapangan
dilingkungan Departemen Perdagangan dan Industn;

Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dagrah Kota Maero Nomor
21 NV TPRD-EMZ2002 tentang Persetyjuan Penetapan Peraturan Daerah Kota
hetro tentang Retnbus Lein Usaha Industr;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN

FERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUST I7IN USAHA
INDISTR]

BAB |
KETENTLIAN T2WUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i vang dimaksud dengan ¢

a.

[Daerah adalah Daerah Kota betro:

Pemgrintah Dacrab adalah Kepala Dacrabh beserta Perangkat Daerah Otomom yang
lain sehagai Badan Fksekutif Daerah,

Dewan Perwakilan Rakvat Dacmah (DPRI) adalah 1Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kota dMetro;

Kepala Dacrah adalah Walikota Metro,
Thinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Metro;

b
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Badan Usaha adalah suatu benmde badan ussha vang meliputi Perseroan Terbatas
(PT),  PersercanTerselmbuan  Fomenditer (CV), Persercoan lainnya BUMN
(Badanllsabka Milik Negara), atan DUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan
mwnz kan bentok apapun Persedostuan, Perzebumpolan, Firma, Fongei, Koperas,
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, Usaha
Perormgan serla bentuk waba Bmnya vang bevgemd dibidang Indusdi dan bers:fu
koimeraial;

Industri adaleh Perusshaan vang melakukan kegiatan dibidang Usaha Induetri vang
dapat berbentuk Ferorangan, Perusshasn, Perseroan atan beotuk badan bhukum
lainnys vang berkedndulan di Eota Metro;

. Retribusi izin vsaba industri adalah pungutsn atae pelayanan pendirian Usaha

Incfuestri;
Wajib Retribusi sdalah Usaba perorasgan, afan Badan Usaha yang mepunst

Persturan  Perundang-imdangan  Retribuzi  diwajibkan  melalukan  pembayaran
Retribusi termasd pungutan atom potongen Retribuzi Daerab,

Masa Retribusi adalah sustu jangka walkiu fetentu yang memupakan batas wakiu
bagi Wajib Retribum imiul memanfaofian jass atan pelayanan tertentn dari
Pemermiah Daerah Fota Metra;

. Sorat Ketetapan Refribusi Dacreh  (SERD)  adalah  swal  kelelapan  yang

menentiukan besarmya jumlsh retribnst yang femtang,
Kas adalah F.as Dasrah Pemerintah Eot: Mebro;

BABI
OBYEE DAN SUBYEE RETRIBUSI

Pazal 2

Objek Retribumi adalah Pemberian Izin Ussha Induséri dan Daftar Ulang Usala
Industr1,

Pagal 3

Subjek Ketribusi adalah orang atan badan yang mendapatkan pelayanan Trin Uszaha
Linadusstr,

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Inchestri termasule golongan Retribusi Perizinan fertentu.

BAB TV
PERIZINAN

Fazal 5

(1) Setiap orang, sekelompok orang alsn badan vang akan mendirikan Usaha Induetri,

harus memperaleh 1zin terlebib dahuh dari Eepala Diaeraby;

(2) Univk mendapatican izin  sebagaimana dimaksud avat (1) terlebilk  dabulu

mengajukan permohonan kepada Kepala Dasrah;

(3 lzin Usaha Industr berlaku zelama 5 (lima) talwm dan dapat diperpamjang kembali.
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Pasal &
Permohonan sebagaiamana dirmaksnd Pasal 5 ayat (2) Peratoran Dacrah i dilengkap
persyaratan sebagni berikut:
a  Permohonmm
b. Izin Peruntukan Penggumam: Tauah
¢, [z Gangguan

Upaya Pengelolasn Lingkongan/ AMDAL

E.artu Tanda Penducnk

Akte Nofaris dan Pengesshan Badan Fiukum bagi Perseroan Terbatas (FT) atau
Eoperasi.

LS

BABV
PERINSIP FENERAPAN STRUEITUR DAN
PENGGOLONGAN INDUSTRI

Pasal 7
{13 Setiap orang, sckelompok orang ataw badan yang mendapatkan izin sebagaimana
dirnalrand pasal 5 wajib mewbayar remribuai
{2} Penggolongan Indushi vang dilenakun retribusi sebagaimana dimaksud ayal (1)
ditetapkan sebagas berikut,
4. Golongan T dengan modal kerja Rp. 200.000.000,- {dua rals juta rupiah) a.d
Bp. 1 {zam) Mibvard
b. Golongan I dengan modal kerja Rp. 1 (satu) Milyard lebih

BAB VI
BESAR TARIF RETRIBITSI
Pagal 3
Besarnya Relribusi schagaimana dimalemed pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut;

a Ciolongan 1 (satu) ditetapkan sebewwr Rp. 250,000, {dua ratus lima puluh ribu
rupial]

b. Golouwan I (doa) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-; {lima ratns ribu rupiah)

BAR VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Pennmguban Retribusi berada di wilayah Fota Mefro;

BAB VI
TATA CARA PEMITNGUTAN
Pagal 10
(1) Permmautan Retribusi tidak dapat diboronghan

{2y Retribuegi dipungut ditempat Izin diberilcan dengan mienggunakan Surat Fetetapan
Refribusi Daceah (SERD)

BAD IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11
(1) Pembayssan Retribusi dilakukan secara tunai;
{2) Pembayaran Retribusi dilalmkan pada Fas Dacrsh melalui bank sesuai dengan
wkiu vang ditentubzm dengan menggumalon SERLY
(1) Tanda Bukti Pembavaran diserabkan kepada bendulwra penerima Dinse untuk
dibulalos;
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BAB X

WATIE DAFTAR ULANG
Paszal 12

(1} Untuk Pengmwasan dan Penyidikan lain, Pengusaha wajib melakukan daftar ulang
1 {zatu} tabun sekali terhinng Tanda Datiar ulang diterbithan;

(*) Bagi setiap perusshean Induetri Perorsngan mtan Peruzghaan Industri Berbadan
Fulum vang melakukan Daftar Ulang Perusahasanya diwajibkan  membayar
Batribusr,

{3) Besarmya Retribusi sebagaimeana diroaksud ayat {2} ditetapkan setragai berif :
- Golongan I (satu) ditetapkan sebesar Rp. 150.004),-
- Colongan [T (dira) diterapkan sebesar Rp. 250.000 -
Pazal 13

Punguian Retribusi dimaksnd pasal 8 dan pasal 12 Persturan Daersh i dilakukan oleh
pejabat yang ditmjuk Kepala Daerah.

BAR X1

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Paual 14

Maga Retribusi sdalah jangka waktu vang lamanya lima tahun dan ditentulen kembali
oleh Kepala Dasrah

Tasal 15
Retribusi terutangnva adalah pada raat diterbiticanmya SERD.

BAB Xl

5 ANESI PELANGUOAPAN
Pasal 16

{1} Terhadap pelangearan aras Peraturan Daerah ini, Eepala Dacrah dapat memberilan
Pengesuhan sanksi berupa:
a  Sanksi Adminisrasi pencabutam Tzin Usaha Industry,
b, Pemiupen semcntarn Usaha dan als penyegelan bangunan neahi,

(7} Ketentuan dimaksud ayat (1) dilalokan melalyi proses peringatan s lisan dan
tertuli= sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 {zaiu) bulas,

Pazal 17

Tzin Usaha Industri dinyatelen tidak berlaku apabila tidak:
- Pemegang Izin Ussha Industn menghentikan usahamy:

- Pemegang lzin Ussha Industn mengubah/manambah  jenie  usshanya  laupa
miemgajukan perobahin kepaca Fepala Dracrah,

- Tidak melaksmakan Daftar Ulang;
- Melangga Peraturan Permding-undangan vang heriak,
- Pergynraton vang diajoican teinvata palswiidak benar.
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BAR X101
PENYIDIKAN

P'azal 18

(1) Pejabat Pegawm Wegeri Sipil tertentu di liglumgan Femerintah Daerah diberi
wewenang khosus sebagai penyidik ootk melakukan penyidikan tindak pidana
dibiclang Retribusi daeral sebagaimana dimaksud dalam Undang-umdang Nomor %
Tabhim 1981 tentang Hulasm Acara Pidana

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimakeud pada avat (1) adalah:

n

o

e

Menerima, mencsn, mensumpulkan dan mencliti keterangan atan laporan
berkenasn dengan tindak pidana pelangruran agar keterangan atu laporan
fersebut menjadi lengleay dan jalas:

Meneliti, mencari dan mengnmpulkan keterangan mengenai orang pribadi atm
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan Sehubumgan dengan tindak
pitlana;

Meminds keterangan dan bahan bukti davi orang pribadi atay badan sehubungan
dengan tindalc pidana:

Memeriksa bukn-bubu, catatan-calatan dan dolumen-dokmmen I berkenaan
dengan tindak pidana,

Melakukan pengoeledaban  urduk mendnpatkan  bahan  bukti  pembikuan,
pencatatan dan dekumen-dobumen lmm eerta melaloben penyitaan terhadap
bahan biki tersebut;

Memunta bamtusn tenngn shli dalam rancks melakeanakan migas penyidikan
rindak picdana;

Memuruh berhenti dan st melurmg eeseorang memnggalkan muang b
iernpat pada sast penwriksaan sodang berlmgsme dan memeriksa identitas
orang dan alan dokumen yang dibavwa sebagainamana diamaleud baaruf e

Memotret seseorsng yang berkaitan dengan Tindsk Pidans:

Memanggil orang untuk  didengar keteranganmya dan i periksn sobagai
tersangka ata caksi,

Menghentikan penvidian;

Melakulean: tindalean Tain-lain ik feslancaran peayidikan Tindak Pidana
meinrst inkum yang dapat dipertanggmgjawabkan.

BAR XTIV
EETENTUAN LAIN-LAIN

Tagal 19

Ezin Usaha Industii yang telah dikelnarksn oleh liepala Daernh apabiln dalam butas
waktu 1 (satm) tahun belun melaksanakon wsaha bwhistrinya pemilik perusabasn wajib
mendattarican  Usaha Industriiya kembali denean dikenai bisyn 50 %% dari tarif
relribusi izin pengusahoan

Pazal 20

setiap Pemindsh tanganam Izin Usaha Indwstri‘'pernsshaanya kepada pibak lain harus
mendapatkan 1zin dari Wepala Ducrah

Pasal 21

Setiap pemindah tanganan Izin Usaha Dudusiri dikenakan Retribusi sebesar 50 % dari
biaya Lzin Usah Industri vang berlakm pada saaf terjadinye peralilan

i
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BAB XY

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya 'eraturan Dazrah ini, setiap orang atau Badan [lukum yang telah
mengelola Usaha Industri wajih menvesuaikan tanda Tzin Usaha Industrinys dengan
ketentuan yang digtur dalam Perauran Daerah ini.

[*asal 23

Penyesuaian dimaksud pasal 21 haros sedsh digjukan paling lambat 1 (sate) bulan
sejuk Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XWV]

EETENTUAM PENUTLUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Therah inl maka sepata ketentuan vang mengatur hal
yang sama atau bertemtangan dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak berlakuy,

Pasgl 25

Tala laksana Peraturan Thacrah merupakan bagian yong ok terpisahkan dengan
Peraturan Daerah i deatur dengan Keputusan Kepala Dacrah,

Pasal 26
Peraluran Daerab ini mulai berlaku pada manggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinys, memerimahkan  pen pundangan
Peraturan Dagrah ini dengan menempatkanva dalam Lembaran Daerah Kota Metro

Diizaklkan d Metro
Pada tanggal 22 Mer 2002
WALIKOTA METRO™

et

r—-
Ch-rf MOZTS HER MAN
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BAR XV

EETERNTUAN PERALILIAK
Pasal 22

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan Hukom vang tetah
mengelola Lisaba Indusin wajib menyesuaikan tanda lzin Usaha Indusirinva dengan
kctentuan vang diatur dalam Feravran Daerah ini.

Pusal 23

Penvesuaian dimaksud pasal 21 haros sudah digjukan paling lambat 1 {zatu) bulan
sgjak Peraturan Dacrah ini diberlakukan.

BaB ¥Vl
EETENTUAN PENUTLE
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka sepala kelenluan vang mengatur hal
vang sama atau berlentangan dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagion yang tak erpisabkon dengan
Peraturan Daerah ini diatr dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pazal 26
Peraturan Daerah in1 mulai bedaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang  Jdapal  mengetshuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkanya dalam Lembaran Dastah Kota Metro

isabkan di Metro
Pada tanggal 22 Mei 2002
WALIEOTA METRO.

MOZES HERMAN
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BAB RY

EETENTLUIAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah im, setiap orang atay Badan Hukum yang tclah
mengelola Usahs_t Indusirs wajib menvesuaikan tanda lein Usaha Industriova dengan
ketentuan vang diatur dalam Perauran Daerab ini.

Pasal 23

I'.i

enyesuaian dimaksud pasal 21 harus sudsh disjukan paling lambat 1 (satu) bulan
sejak Peratluran Daerah ini diberlakukan

BAR XV

KETENTLAN PENUTUPR
Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka sepala ketentuan vang mengater hal
yung sama atan herlentangan dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak berlakuy

asal 23

lata laksany Persturan Dasrah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah i diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 26
Peraturan Thaerah im mulai berlaku pada tangeal diundangkan,

Apar ta-zlit_lp_ orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  pengundungan
Peraturan Dazrah im dengan menempatkanya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro |

Disahkan di Meirg
Pada tanggal 27 Me 2002
ALTKOTA METRO,

e,

et

MOZES HERMAN
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PI'NIFLASAN
ATAS
PERATURAN DATRAH KOTA METRO
NOMOR : 06 TAHITN 2002

TENTANG

RETRIBUSL LZIN USARLA INDYUSTRI

[. PENJELASAN UMM

_ Ecmhangunan bertupuan untuk mewwjudkan maesyaraket adil dan makmur, merata material dan
spiridual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wajah Negara Kesatuan Repoblik Tndoncsia Yang
merdeka, berdaulat dalam prikehidupan bangss yang aman, tertid dan dinamis. '

l’umbangurmn dibidang  Industri perlu digalakkan dan  ditumbubketnbangkan, disamping ito
Pemerintah Daerah berupays melakukan Pembinean dan Penpawasan terhadap Pertumbuhan Industri
terschut agar sesual dengan perkembangan Kota

Kegialan Industri sedapat munghkin dapat memberikan dampuk positif bagi kegialan arus barang
. sehingoa pertutbuhan ckonomi masyvarakat dapat meningkat,

. PENJELASAN PASAL DIEMI PASAL

Paszal 1
Cukup jelas
Pasual 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jclas
Pasal 4
Cukup jelas
Pazal 5
Cukup jelas
Pasal &
Cukup jclas
'. Pasal 7
Cukup jelas
Pasal &
Cukup jelas
Pazal 9
Cukuep jelas
Pasal 10
Cukyp jelas
Iazal 11
Cukup jelas
Pasul 12
Cukup jelas
PPasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pazal 15
Culup jclas
fasal 16
Cukup jelas

o e e e W o e H
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Pasal 17

Culoup jelas
Pusnl 18

Colup jelas
Pasal 19

Cuolup jelas
FPasal 20

Culoup jelas
Fasal 21

Cuknp jelas
Pasal 12

Cubap jelas
Pazal 23

Cukup jelak
Pagal 24

Cubasp jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cubup jelas

My oo Tenpaiie s ThailednTu s



